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ABSTRAK 

Digitalisasi mengubah proses administrasi di wilayah pedesaan di negara-negara 
berkembang, menghadirkan peluang dan tantangan. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi 
dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan, dengan fokus pada tantangan dan 
hambatan yang dihadapi dalam adopsi teknologi dan layanan digital di masyarakat 
pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan mengenai dinamika transformasi 
digital di pedesaan dan menawarkan rekomendasi untuk mendorong digitalisasi yang 
efektif dalam administrasi pedesaan. Metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara, 
diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen, digunakan untuk mengumpulkan data 
dari beragam pemangku kepentingan di daerah pedesaan. Temuan-temuan yang ada 
menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi mempunyai potensi untuk meningkatkan 
efisiensi dan penyediaan layanan dalam pemerintahan pedesaan, tantangan-tantangan 
seperti terbatasnya akses terhadap teknologi, kesenjangan literasi digital, dan infrastruktur 
yang tidak memadai menghambat penerapan digitalisasi secara luas. Kesimpulannya, 
menjembatani kesenjangan digital dalam pemerintahan pedesaan memerlukan intervensi 
yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. 
Penelitian ini merekomendasikan strategi untuk mendorong digitalisasi dalam 
pemerintahan pedesaan, termasuk program pelatihan yang disesuaikan, pembangunan 
infrastruktur, dan inisiatif keterlibatan masyarakat. 
 
Kata Kunci: administrasi pedesaan, adopsi teknologi, digitalisasi, kesenjangan digital, 
negara berkembang. 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Digitalisasi telah mengubah berbagai aspek masyarakat, termasuk administrasi 

pedesaan di negara-negara berkembang. Dampak digitalisasi terhadap administrasi 

pedesaan merupakan topik penelitian yang penting, karena berpotensi meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Daerah pedesaan di negara-

negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi dan layanan 
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digital karena faktor-faktor seperti infrastruktur yang buruk, kecepatan internet yang 

rendah, dan buta huruf digital (Vassilakopoulou & Hustad, 2023). Kesenjangan digital ini 

dapat mengakibatkan pembangunan tidak merata dan memperburuk kesenjangan yang ada 

antara perkotaan dan pedesaan (Sovetova, 2021). Namun, digitalisasi berpotensi 

memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan akses terhadap informasi, 

pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan penting lainnya (Meyn, 2020). 

Digitalisasi administrasi pedesaan mengacu pada adopsi dan integrasi teknologi 

digital untuk menyederhanakan proses administrasi di pedesaan. Hal ini melibatkan 

digitalisasi sistem berbasis kertas tradisional, memanfaatkan alat digital untuk pengelolaan 

data, komunikasi, dan penyampaian layanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan administrasi secara keseluruhan di masyarakat 

pedesaan. Hal ini dapat mencakup penerapan sistem pencatatan digital, platform layanan 

online, dan saluran komunikasi berbasis teknologi (Mukhtar, 2022; Sovetova, 2021). 

Meskipun digitalisasi merupakan komponen penting dalam transformasi digital, 

digitalisasi mencakup pendekatan yang lebih luas dan holistik terhadap perubahan 

organisasi. Transformasi digital lebih dari sekadar integrasi alat-alat digital; hal ini 

melibatkan pemikiran ulang mendasar dan restrukturisasi proses, budaya, dan strategi 

organisasi untuk memanfaatkan potensi penuh teknologi digital. Dalam konteks 

administrasi pedesaan, transformasi digital tidak hanya memerlukan penerapan alat-alat 

digital tetapi juga desain ulang alur kerja administrasi yang komprehensif, pengembangan 

keterampilan, dan pergeseran menuju budaya organisasi yang mendukung digital (FAO, 

2023). 

Digitalisasi dan transformasi digital adalah dua pendekatan berbeda dalam 

transformasi organisasi. Digitalisasi melibatkan penggunaan alat-alat digital dalam proses 

yang ada, sementara transformasi digital melibatkan perombakan struktur organisasi untuk 

memanfaatkan teknologi digital demi inovasi, efisiensi, dan ketangkasan. Keduanya 

membutuhkan perubahan budaya (Vrana & Singh, 2021). 

Digitalisasi dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap pemerintahan 

pedesaan di daerah terpencil. Beberapa manfaat tersebut antara lain: 

1. Peningkatan akses terhadap layanan publik: Teknologi digital dapat membantu 

menjembatani kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan layanan penting seperti 

pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerintahan (Mukhtar, 2022). 

2. Peningkatan komunikasi dan konektivitas: Digitalisasi dapat meningkatkan komunikasi 

antara warga pedesaan, dunia usaha, dan otoritas publik, mendorong kolaborasi dan 

pengambilan keputusan yang lebih baik (Shahid et al., 2023). 

3. Pembangunan ekonomi: Teknologi digital dapat mendukung pertumbuhan bisnis 

pedesaan dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi daerah pedesaan secara keseluruhan (Prause & Boevsky, 2015). 

4. Kelestarian lingkungan: Digitalisasi dapat membantu masyarakat pedesaan mengelola 

sumber daya alam mereka dengan lebih baik dan mendorong praktik berkelanjutan, 

sehingga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan (Sept, 2020). 

Terlepas dari potensi manfaatnya, ada beberapa tantangan dan hambatan yang perlu 

diatasi untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan digitalisasi di daerah pedesaan: 

1. Infrastruktur: Infrastruktur yang buruk, seperti terbatasnya akses terhadap internet 

berkecepatan tinggi, dapat menghambat adopsi teknologi digital di daerah pedesaan 
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(Adam & Dzang Alhassan, 2021). 

2. Literasi digital: Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan 

dapat membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi dan layanan 

digital secara efektif (Cortelyou-Ward et al., 2020). 

3. Kendala keuangan: Keterbatasan sumber daya keuangan dapat mempersulit masyarakat 

pedesaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan digital (Scholz et al., 2021). 

4. Dukungan kebijakan: Kurangnya kerangka kebijakan yang holistik dan dukungan yang 

tepat sasaran terhadap digitalisasi pedesaan dapat menghambat keberhasilan 

implementasi inisiatif digital di daerah pedesaan (Choi et al., 2022). 

Dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan di wilayah terpencil di negara-

negara berkembang merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. 

Meskipun teknologi digital mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat pedesaan secara signifikan, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang 

perlu diatasi untuk memastikan bahwa manfaat-manfaat ini sepenuhnya terwujud. 

Penelitian di masa depan harus fokus pada pemahaman kebutuhan dan konteks spesifik 

masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang dan mengidentifikasi strategi efektif 

untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan digitalisasi di bidang-bidang tersebut. 

 

Tabel 1. 

Contoh digitalisasi administrasi pedesaan di negara berkembang 

No. Negara Sektor Digitalisasi Keterangan 

1. Afganistan E-government Penerapan e-Government di Afganistan menghadapi tantangan, 

namun berpotensi memfasilitasi layanan pemerintah yang efisien, 

responsif, transparan, dan akuntabel (Akseer et al., 2019). 

2. Cina Ekonomi digital dan 

revitalisasi pedesaan 

Ekonomi digital telah memainkan peran penting dalam mendorong 

revitalisasi pedesaan di Tiongkok dengan meningkatkan efisiensi 

pembangunan ramah lingkungan, akumulasi sumber daya manusia, 

dan transformasi struktur industri (Xia, 2010). 

3. Kosovo Program broadband 

pedesaan 

Dengan dukungan Bank Dunia, Kosovo telah menerapkan program 

broadband pedesaan yang telah meningkatkan langganan internet 

berkecepatan tinggi per rumah tangga, memberikan akses yang 

lebih baik terhadap layanan digital bagi masyarakat pedesaan 

(Schneir & Xiong, 2016). 

4. Negara-

negara 

OECD 

Layanan digital di 

masyarakat pedesaan 

Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan secara digital telah 

membantu mengatasi tantangan di daerah pedesaan, sekaligus 

mengatasi hambatan teknologi dan digital seperti kesenjangan 

konektivitas broadband dan kebutuhan akan keterampilan digital 

(Gonzalez Fanfalone, 2019). 

5. Indonesia Inovasi sosial di pedesaan 

Indonesia 

Digitalisasi telah merangsang inovasi sosial di daerah pedesaan di 

Indonesia, membuka peluang baru untuk pembangunan dan 

pertumbuhan (Aminah & Saksono, 2021). 

 

Untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan, 
pemerintah dan pemangku kepentingan harus berinvestasi pada infrastruktur digital, 
mendorong literasi digital, dan mendukung pengembangan teknologi digital di industri 
pedesaan. 

Digitalisasi berpotensi mengubah administrasi pedesaan di negara-negara 
berkembang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. 
Penelitian ini akan membahas faktor pendorong digitalisasi di pedesaan, dampak positif 
digitalisasi terhadap administrasi pedesaan, hambatan digitalisasi di pedesaan, tantangan 
yang dihadapi negara-negara berkembang dalam digitalisasi, dan studi kasus mengenai 
digitalisasi di pedesaan. Beberapa faktor yang mendorong digitalisasi di pedesaan, antara lain: 
1. Perlunya menjembatani kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, yang dapat 
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memperburuk kesenjangan yang ada (Willis, 2019). 
2. Potensi teknologi digital untuk meningkatkan akses terhadap layanan penting seperti 

pendidikan, layanan kesehatan, dan tata kelola (Timotheou et al., 2023). 
3. Peluang untuk meningkatkan komunikasi dan konektivitas antara warga pedesaan, dunia 

usaha, dan otoritas publik (Acunzo & Vertiz, 2014). 
4. Potensi teknologi digital untuk mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan 

lapangan kerja baru di pedesaan (Wang et al., 2023). 
5. Peran digitalisasi dalam mendorong kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya 

alam yang lebih baik (Sági et al., 2022). 
Digitalisasi dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap administrasi 

pedesaan di negara-negara berkembang, antara lain: 
1. Peningkatan akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

pemerintahan (Brown et al., 2014). 
2. Peningkatan komunikasi dan konektivitas antara warga pedesaan, dunia usaha, dan 

otoritas publik (Ghosh, 2011). 
3. Pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan usaha pedesaan dan penciptaan lapangan 

kerja baru (Sun & Kuang, 2023). 
4. Kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan 

peningkatan praktik berkelanjutan (Sarjito, 2023). 
Meskipun ada potensi manfaatnya, ada beberapa hambatan terhadap digitalisasi di 

daerah pedesaan: 
1. Buruknya infrastruktur, seperti terbatasnya akses internet berkecepatan tinggi, yang dapat 

menghambat adopsi teknologi digital (Resta et al., 2018). 
2. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan, yang dapat 

membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi dan layanan digital secara 
efektif (Nedungadi et al., 2018). 

3. Kendala finansial yang menyulitkan masyarakat pedesaan untuk berinvestasi pada 
infrastruktur dan layanan digital (Linthicum, 2023). 

4. Kurangnya kerangka kebijakan yang holistik dan dukungan yang tepat sasaran terhadap 
digitalisasi pedesaan, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi inisiatif digital 
di pedesaan (Mukhtar, 2022). 

Negara-negara berkembang menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan 
digitalisasi di daerah pedesaan: 
1. Infrastruktur yang belum memadai, termasuk terbatasnya akses terhadap internet 

berkecepatan tinggi dan pasokan listrik yang andal (Kharchenko & Vasant, 2019). 
2. Kesenjangan keterampilan, dengan terbatasnya jumlah pekerja terampil yang dapat 

menerapkan teknologi baru secara efektif (Laboissiere & Mourshed, 2017). 
3. Keterbatasan pendanaan, dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk 

berinvestasi pada teknologi baru dan infrastruktur digital (LaRose et al., 2014). 
4. Hambatan politik, seperti kurangnya koordinasi tata kelola dan dukungan kebijakan 

untuk inisiatif digitalisasi (Pisu et al., 2021). 
Studi ini mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap tata kelola pedesaan dengan 

menggunakan berbagai teori, termasuk Difusi Inovasi Rogers (Rogers et al., 2014), Pandangan 
Berbasis Sumber Daya (Wernerfelt, 1984), dan Isomorfisme Kelembagaan (DiMaggio & 
Powell, 2004). Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dalam adopsi teknologi digital di 
pedesaan, mengidentifikasi faktor-faktor sosio-ekonomi, dan merekomendasikan intervensi 
kebijakan menggunakan Teori Kebijakan Inovasi (Mowery & Rosenberg, 1999) dan Teori 
Modal Sosial (Putnam, 1995). 

Mempelajari digitalisasi administrasi pedesaan di negara-negara berkembang sangat 
penting untuk memahami potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan proses 
transformatif ini. Dengan mengkaji faktor pendorong, dampak, hambatan, dan studi kasus, 
peneliti dapat mengidentifikasi strategi efektif untuk mengatasi tantangan dan 
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memanfaatkan potensi digitalisasi secara maksimal di daerah pedesaan. 
Tujuan dan pertanyaan penelitian 

Topik penelitian tentang dampak digitalisasi pada administrasi pedesaan di wilayah 
terpencil di negara-negara berkembang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi manfaat dan 
tantangan yang terkait dengan adopsi teknologi digital di wilayah tersebut. Penelitian ini 
akan menguraikan tujuan penelitian dan pertanyaan yang memandu topik penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak positif digitalisasi terhadap 
pemerintahan pedesaan, termasuk akses terhadap layanan penting, pembangunan ekonomi, 
dan kelestarian lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi 
masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. Berdasarkan tujuan 
tujuan penelitian ini maka pertanyaan penelitiannya adalah: 

1. Bagaimana dampak digitalisasi terhadap pemerintahan pedesaan dalam hal akses 
terhadap layanan penting, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan? 

2. Tantangan dan hambatan apa yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam 
mengadopsi teknologi dan layanan digital? 

3. Rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada pembuat kebijakan dan pemangku 
kepentingan untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan? 

Dengan menjawab tujuan dan pertanyaan ini, para peneliti dapat menyumbangkan 
wawasan berharga mengenai potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan digitalisasi 
di daerah pedesaan, dan memberikan masukan bagi pengembangan strategi yang efektif 
untuk mendorong digitalisasi dalam administrasi pedesaan. 

 
B. METODE  

Dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan di daerah terpencil di negara-

negara berkembang merupakan topik penelitian yang signifikan. Untuk mengeksplorasi 

topik ini, metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dapat 

digunakan. Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau 

untuk pertanyaan penelitian yang berbeda.  

Menurut (Creswell & Creswell, 2017), data sekunder adalah informasi yang tidak 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti, seperti artikel, pendukung, dan data geografis. Dapat 

digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi, 

menyusun rencana pengambilan sampel, merumuskan desain penelitian, menemukan 

jawaban, menafsirkan data primer, memvalidasi hasil penelitian kualitatif, dan 

mengidentifikasi potensi masalah. Analisis data sekunder merupakan latihan empiris yang 

menerapkan prinsip penelitian yang sama dengan analisis data primer. Ini adalah pilihan 

yang layak bagi peneliti dengan sumber daya terbatas, namun terdapat pertimbangan dan 

keterbatasan metodologis yang unik, seperti data yang dikumpulkan untuk tujuan lain. Oleh 

karena itu, peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat validitas dan reliabilitas data 

sekunder. 

 
C. HASIL DAN DISKUSI  

Hasil  

Digitalisasi berpotensi membantu dampak signifikan terhadap pedesaan, 

meningkatkan akses terhadap layanan, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, 

dan membantu kebijakan yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan 

keterampilan literasi digital. 

Istilah “ekonomi digital” mengacu pada berbagai aktivitas, termasuk penjualan 

barang dan jasa secara online dan penggunaan platform digital untuk menghubungkan 
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penawaran dan permintaan. Bisa juga merujuk pada proses penerapan digitalisasi dan 

teknologi digital di Industri 4.0 dan bidang terkait otomasi. Namun, secara umum diakui 

bahwa ada dua definisi ekonomi digital—luas dan sempit—dan terdapat dua skala berbeda 

yang digunakan untuk menghitung kontribusi terhadap PDB.  

Berikut adalah contoh jika menerapkan definisi yang ketat dari tiga negara teratas 

dengan kontribusi PDB terbesar dari ekonomi digitalnya yaitu Korea Selatan, Jepang, dan 

Irlandia. Negara-negara Eropa, termasuk Irlandia, Swiss, Inggris, Hongaria, Denmark, dan 

Jerman, telah menyumbang 5–10% PDB terhadap ekonomi digital. Jika menerapkan definisi 

yang lebih umum, Tiongkok berada di peringkat empat negara teratas dengan ekonomi 

digital yang berkontribusi antara 30 dan 60 persen terhadap PDB mereka, diikuti oleh 

Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang (Kemenlu RI, 2020). 

 

Grafik 1. Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap PDB (Kemenlu RI, 2020) 

Ekonomi Digital/PDB – Definisi Sempit 

 
 

Ekonomi Digital/PDB – Definisi Luas 

 
Tantangan yang dihadapi komunitas bisnis dalam mengadopsi teknologi dan 

layanan digital, seperti terbatasnya akses internet, infrastruktur yang tidak memadai, dan 

literasi digital. Isu-isu ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, 

belanja online, dan sumber daya pendidikan. Intervensi yang ditargetkan, mekanisme 
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dukungan keuangan, serta isolasi geografis dan populasi dapat membantu meningkatkan 

infrastruktur dan literasi digital. 

Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat dapat 

menghasilkan inovasi dan solusi inovatif. Mengatasi tantangan seperti kekurangan guru, 

tingginya biaya sekolah, dan sumber daya keuangan juga penting. Pendidikan komprehensif 

harus menjawab kebutuhan spesifik dan menyediakan lingkungan yang ditargetkan untuk 

digitalisasi. 

 
Diskusi  

Penelitian ini mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan di 

negara-negara berkembang, dengan fokus pada studi kasus. Hal ini bertujuan untuk 

memahami tantangan dan peluang digitalisasi di daerah terpencil, pengaruhnya terhadap 

struktur pemerintahan, pemberian layanan, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini akan 

memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dan praktisi untuk memastikan 

pembangunan inklusif di daerah-daerah terpencil. 

1. Dampak Digitalisasi terhadap Administrasi Pedesaan 

Berdasarkan tinjauan literatur, digitalisasi berpotensi memberikan dampak 

signifikan terhadap pemerintahan pedesaan dalam hal akses terhadap layanan penting, 

pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Namun, terdapat juga tantangan dan 

hambatan yang perlu diatasi untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi digitalisasi di daerah 

pedesaan. 

Salah satu tantangannya adalah kurangnya infrastruktur dan konektivitas internet di 

daerah pedesaan terpencil, yang menghambat penerapan teknologi digital. Selain itu, 

mungkin terdapat penolakan terhadap perubahan dan kurangnya literasi digital di kalangan 

penduduk pedesaan, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam 

ekonomi digital. Selain itu, memastikan privasi data dan keamanan siber di wilayah 

pedesaan sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan 

terhadap sistem digital. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya 

kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk menjembatani 

kesenjangan digital dan membuka manfaat digitalisasi bagi administrasi pedesaan. 

a. Akses ke Layanan Penting 

Digitalisasi dapat meningkatkan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, 

kesehatan, dan pemerintahan di daerah pedesaan. Namun, isolasi geografis, populasi 

menua, dan kurangnya generasi muda sebagai agen sosialisasi teknologi merupakan 

hambatan signifikan terhadap adopsi digital di daerah pedesaan. Untuk mengatasi 

hambatan-hambatan ini, kebijakan-kebijakan yang ditargetkan dan mekanisme-mekanisme 

dukungan harus dikembangkan untuk mendorong digitalisasi di daerah pedesaan dan 

menjembatani kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan (Salemink et al., 

2017). 

Salah satu pendekatan kebijakan yang potensial adalah berinvestasi dalam 

pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas internet di daerah pedesaan. 

Hal ini dapat mencakup perluasan jaringan broadband dan memastikan akses internet yang 

andal dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk 

mendidik dan melatih penduduk pedesaan tentang keterampilan literasi digital, 

memberdayakan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan layanan dan teknologi digital. 
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Hal ini dapat mencakup penyediaan program pelatihan dan lokakarya tentang keterampilan 

dasar komputer, keamanan online, dan komunikasi digital. Selain itu, organisasi pemerintah 

dan non-pemerintah dapat berkolaborasi untuk mendirikan pusat komunitas yang 

dilengkapi dengan komputer dan akses internet, di mana penduduk pedesaan dapat 

mengakses layanan digital dan menerima bantuan jika diperlukan. 

Inisiatif yang dipimpin pemerintah di India bermitra dengan LSM lokal untuk 

menciptakan program pelatihan literasi digital di pedesaan. Program ini menyediakan 

lokakarya tentang keterampilan komputer, keamanan online, dan komunikasi digital, yang 

memungkinkan warga menavigasi internet dengan percaya diri. Pusat komunitas dibangun 

dengan komputer dan akses internet, memungkinkan penduduk desa mengakses layanan 

online seperti perbankan dan layanan kesehatan. Namun, sebagian besar penduduk desa 

tidak dapat memperoleh manfaat penuh dari program ini karena kurangnya pasokan listrik 

yang dapat diandalkan, sehingga inisiatif ini tidak efektif bagi sebagian besar penduduk. 

b. Pertumbuhan ekonomi 

Digitalisasi dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di pedesaan 

dengan mendukung pertumbuhan usaha pedesaan dan menciptakan lapangan kerja baru. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa ekonomi digital mempunyai dampak positif terhadap 

revitalisasi pedesaan melalui efek mediasi peningkatan industri. Namun, kesenjangan 

digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat memperburuk kesenjangan yang ada, 

dan diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi 

dibagi secara adil di antara masyarakat pedesaan (Luo et al., 2023; Siew Hoong Lee et al., 

2022). 

Salah satu pendekatan untuk menjembatani kesenjangan digital di daerah pedesaan 

adalah dengan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini mencakup perluasan 

akses internet broadband dan peningkatan konektivitas di wilayah terpencil. Dengan 

memastikan masyarakat pedesaan memiliki akses terhadap internet yang andal dan 

berkecepatan tinggi, mereka dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital dan 

memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, kebijakan yang ditargetkan dapat diterapkan 

untuk memberikan pelatihan dan dukungan bagi penduduk pedesaan, membantu mereka 

mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang 

semakin digital. 

Akses internet broadband dapat meningkatkan komunitas petani pedesaan dengan 

menyediakan informasi pasar secara real-time, informasi cuaca terkini, dan pasar online 

untuk penjualan langsung produk. Hal ini menghilangkan perantara dan meningkatkan 

margin keuntungan. Teknik pertanian presisi, berdasarkan data sensor dan drone, dapat 

mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi biaya. Namun, di daerah terpencil dengan 

infrastruktur internet yang buruk, petani mungkin kesulitan mengakses manfaat ini, 

sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menjual hasil panen secara langsung dan 

memanfaatkan teknik pertanian presisi secara efektif. 

c. Ketahanan lingkungan 

Digitalisasi dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan di daerah pedesaan 

dengan mendorong praktik berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih 

baik. Penelitian telah menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memberikan dampak 

positif terhadap kelestarian lingkungan melalui pengendalian polusi, pengelolaan limbah, 

dan produksi berkelanjutan. Namun, potensi dampak negatif digitalisasi terhadap 
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lingkungan juga harus dipertimbangkan, dan strategi harus dikembangkan untuk 

meminimalkan dampak tersebut sekaligus memaksimalkan manfaat digitalisasi bagi 

kelestarian lingkungan (Haq & Huo, 2023; Sági et al., 2022). 

Digitalisasi menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lingkungan, khususnya 

dalam hal peningkatan komunikasi elektronik. Komunikasi yang tidak memadai dapat 

menyebabkan pembuangan limbah dan polusi, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan 

manusia dan lingkungan. Strategi seperti menyediakan sumber daya dan program yang 

memadai, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan produk elektronik yang 

lebih hemat energi sangat penting untuk meminimalkan digitalisasi. Selain itu, peningkatan 

konsumsi energi dari teknologi digital dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca 

dan perubahan iklim. Untuk memitigasi hal ini, efisiensi energi dalam desain dan 

pengoperasian digital dapat dicapai melalui sumber energi terbarukan dan solusi hemat 

energi. Meningkatkan literasi digital dan partisipasi aktif dapat membantu mengurangi 

konsumsi energi dan meminimalkan kerusakan lingkungan. 

Sebuah perusahaan dapat mengurangi jejak karbonnya dengan merancang pusat 

data yang menggunakan sumber energi terbarukan, menerapkan server dan sistem 

pendingin hemat energi, dan mendidik karyawan tentang konservasi energi. Pendekatan ini 

tidak hanya mengurangi jejak karbon perusahaan namun juga menginspirasi perusahaan 

lain untuk mengadopsi praktik keberlanjutan serupa. Dengan memimpin operasi digital 

berkelanjutan, perusahaan dapat menjadi teladan bagi bisnis lain, menunjukkan bahwa 

tanggung jawab terhadap lingkungan dapat diprioritaskan tanpa mengorbankan 

produktivitas atau profitabilitas. Namun, menerapkan operasi digital yang berkelanjutan 

saja mungkin tidak cukup untuk memerangi perubahan iklim, karena sektor lain seperti 

transportasi dan pertanian juga memberikan kontribusi yang signifikan. 

d. Tantangan dan Hambatan 

Meskipun digitalisasi mempunyai potensi manfaat bagi administrasi pedesaan, 

terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Hal ini mencakup 

infrastruktur yang buruk, rendahnya tingkat literasi digital, dan kendala keuangan. Untuk 

mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan dukungan kebijakan yang terarah dan 

kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga  pembangunan, 

dan pelaku sektor swasta untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan memanfaatkan 

peluang yang ditimbulkan oleh digitalisasi di daerah pedesaan (Mukhtar, 2022). 

Selain itu, diperlukan program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan 

keterampilan dan literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan. Banyak wilayah 

pedesaan yang kekurangan akses terhadap konektivitas internet dan listrik, sehingga sulit 

bagi mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Tanpa infrastruktur yang 

memadai, potensi manfaat digitalisasi, seperti peningkatan akses terhadap layanan dan 

informasi, akan sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Selain itu, kendala keuangan 

sering kali menghalangi pemerintah pedesaan untuk berinvestasi pada teknologi dan 

peralatan yang diperlukan untuk digitalisasi. Tanpa pendanaan yang memadai, 

implementasi dan keberlanjutan inisiatif digital di daerah pedesaan akan menjadi tantangan. 

Desa-desa terpencil seringkali kekurangan internet atau listrik, sehingga membatasi 

akses terhadap platform pendidikan online dan layanan telemedis. Kerugian ini berdampak 

pada kemampuan warga untuk belajar dan menerima layanan kesehatan dari jarak jauh, 

dibandingkan di perkotaan. Pemerintah daerah mungkin kesulitan untuk menyediakan 
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sistem digital untuk layanan publik, sehingga menghambat kemajuan dan efisiensi. Namun, 

beberapa komunitas pedesaan memiliki akses terhadap infrastruktur internet yang dapat 

diandalkan, seperti pusat komunitas atau perpustakaan dengan internet berkecepatan 

tinggi. Solusi inovatif seperti klinik keliling atau van telehealth telah diterapkan untuk 

memberikan layanan kesehatan langsung kepada penduduk, sehingga menghemat waktu 

dan biaya perjalanan. Kemajuan teknologi ini telah merevolusi pemberian pendidikan dan 

layanan kesehatan di daerah terpencil, sehingga meningkatkan kualitas hidup banyak 

individu dan komunitas. 

2. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Teknologi dan Layanan Digital di 

Masyarakat Pedesaan 

Berdasarkan tinjauan literatur, masyarakat pedesaan menghadapi beberapa 

tantangan dan hambatan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. Tantangan dan 

hambatan ini dapat menghambat potensi digitalisasi sepenuhnya dalam pemerintahan 

pedesaan. Diskusi ini akan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi 

masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital (Vogels, 2021). 

Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam 

mengadopsi teknologi dan layanan digital antara lain terbatasnya akses terhadap 

konektivitas internet berkecepatan tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya 

literasi digital di kalangan masyarakat. Ketiadaan konektivitas internet yang andal 

menyulitkan masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi dan layanan 

digital. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti pasokan listrik dan 

jaringan telekomunikasi, semakin membatasi penerapan solusi digital di daerah pedesaan. 

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat menimbulkan hambatan 

yang signifikan karena menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan 

memanfaatkan teknologi dan layanan digital secara efektif. 

a. Infrastruktur Buruk 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi 

teknologi dan layanan digital adalah infrastruktur yang buruk. Hal ini mencakup 

terbatasnya akses terhadap internet berkecepatan tinggi, pasokan listrik yang tidak dapat 

diandalkan, dan jaringan transportasi yang tidak memadai. Infrastruktur yang buruk dapat 

menghambat adopsi teknologi digital di daerah pedesaan, sehingga menyulitkan 

masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan penting dan memanfaatkan peluang yang 

diberikan oleh digitalisasi (Brunetti et al., 2020). 

Akses internet di perkotaan seringkali menyebabkan terbatasnya konektivitas dan 

terbatasnya akses bagi penduduknya. Keterbatasan akses internet dapat menghambat 

kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan online, menjalankan bisnis, atau 

berpartisipasi dalam pembelajaran online atau telemedis. Selain itu, terbatasnya akses 

terhadap transportasi umum dapat menghambat penggunaan teknologi digital di perkotaan. 

Kurangnya infrastruktur transportasi dapat meningkatkan tantangan dalam penerapan 

infrastruktur digital di perkotaan, tidak hanya membatasi kemampuan mereka untuk 

melakukan aktivitas online tetapi juga berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial. 

Tanpa infrastruktur transportasi yang memadai, kota-kota mungkin akan kesulitan 

beradaptasi dengan digitalisasi dan mencapai inklusi digital. 

Komunitas petani pedesaan sering menghadapi tantangan dalam mengakses pasar 

online dan mengakses sumber daya pendidikan karena terbatasnya pilihan transportasi. Hal 
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ini dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk meningkatkan keuntungan dan 

memperbaiki praktik pertanian. Siswa di wilayah ini mungkin juga kesulitan dengan tugas 

online dan sumber daya pendidikan, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang 

kurang menguntungkan dibandingkan siswa di perkotaan. Di daerah perkotaan yang padat 

penduduknya, terbatasnya konektivitas internet dan infrastruktur teknologi juga dapat 

menghambat kemampuan petani untuk menjual hasil panen atau mengakses teknik 

pertanian baru. Rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan juga mungkin 

menghadapi tantangan serupa dalam menyelesaikan tugas online atau mengakses sumber 

daya pendidikan. 

b. Rendahnya Tingkat Literasi Digital 

Tantangan lain yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi 

dan layanan digital adalah rendahnya tingkat literasi digital. Masyarakat pedesaan mungkin 

kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan 

teknologi dan layanan digital secara efektif, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk 

mendapatkan manfaat dari digitalisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, intervensi yang 

ditargetkan seperti program pelatihan literasi digital dan inisiatif pendidikan harus 

diterapkan untuk meningkatkan tingkat literasi digital di kalangan warga pedesaan (Drobež 

et al., 2021). 

Intervensi ini dapat mencakup lokakarya, kursus online, dan program komunitas 

yang memberikan pelatihan langsung dan pendidikan tentang keterampilan digital dasar. 

Dengan membekali masyarakat pedesaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan, mereka dapat menjadi lebih percaya diri dan mahir dalam menggunakan 

teknologi digital. Selain itu, inisiatif-inisiatif ini dapat membantu menjembatani kesenjangan 

digital dengan memastikan bahwa setiap orang, di mana pun lokasinya, memiliki akses yang 

sama terhadap peluang dan manfaat yang dihasilkan oleh digitalisasi. Selain itu, penting 

untuk menyesuaikan intervensi ini dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi 

masyarakat pedesaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti terbatasnya 

konektivitas internet dan akses terhadap teknologi. 

Pemerintah dapat mendirikan pusat literasi digital keliling di daerah pedesaan, 

dilengkapi dengan laptop dan konektivitas internet, untuk memberikan pelatihan dan 

dukungan kepada warga. Hal ini akan memberdayakan individu dengan keterampilan 

digital dan membuka peluang pendidikan dan pekerjaan baru. Namun, kurangnya 

pendanaan berkelanjutan dan terbatasnya konektivitas internet di daerah terpencil dapat 

menghambat efektivitas pusat-pusat tersebut dalam memberdayakan individu yang 

memiliki keterampilan digital. 

c. Kendala Finansial 

Kendala keuangan juga merupakan hambatan lain dalam penerapan teknologi dan 

layanan digital di daerah pedesaan. Sumber daya keuangan yang terbatas dapat 

mempersulit masyarakat pedesaan untuk berinvestasi pada infrastruktur dan layanan 

digital, sehingga menghambat adopsi teknologi digital. Untuk mengatasi hambatan ini, 

mekanisme dukungan keuangan yang ditargetkan, seperti subsidi dan hibah, harus 

dikembangkan untuk membantu masyarakat pedesaan berinvestasi pada infrastruktur dan 

layanan digital (Ferrari et al., 2022). 

Mekanisme dukungan ini dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk 

pengembangan dan penerapan teknologi digital di daerah pedesaan, sehingga teknologi 
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tersebut lebih mudah diakses dan terjangkau. Selain itu, kemitraan antara lembaga 

pemerintah, perusahaan sektor swasta, dan organisasi masyarakat dapat membantu 

memanfaatkan sumber daya dan keahlian untuk lebih meringankan kendala keuangan. 

Dengan mengumpulkan sumber daya dan berbagi biaya, masyarakat pedesaan dapat secara 

kolektif berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan digital, sehingga menciptakan 

ekosistem digital yang lebih berkelanjutan dan inklusif. 

Kota pedesaan dapat memperoleh manfaat dari kemitraan antara pemerintah daerah, 

perusahaan telekomunikasi, dan organisasi masyarakat untuk memasang infrastruktur 

internet berkecepatan tinggi, menarik dunia usaha dan wirausaha, serta meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Namun, kemitraan ini mungkin menghadapi tantangan di wilayah 

dengan infrastruktur terbatas atau lokasi terpencil, dan monopoli oleh perusahaan 

telekomunikasi dapat menyebabkan harga layanan internet lebih tinggi, sehingga 

membatasi keterjangkauan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

d. Kurangnya Kerangka Kebijakan Holistik dan Dukungan Tertarget 

Kurangnya kerangka kebijakan yang holistik dan dukungan yang tepat sasaran 

terhadap digitalisasi pedesaan dapat menghambat keberhasilan implementasi inisiatif 

digital di daerah pedesaan. Para pembuat kebijakan harus mengembangkan kerangka 

kebijakan komprehensif yang menjawab kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat 

pedesaan dan memberikan dukungan yang ditargetkan untuk inisiatif digitalisasi di daerah 

pedesaan (Lee, 2018). 

Hal ini termasuk memberikan insentif keuangan untuk pembangunan infrastruktur, 

seperti konektivitas broadband, dan menawarkan program pelatihan dan peningkatan 

kapasitas bagi penduduk pedesaan dan dunia usaha. Selain itu, pembuat kebijakan harus 

memprioritaskan inklusi kelompok marginal, seperti perempuan, masyarakat adat, dan 

penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat diakses oleh 

semua orang. Dengan menerapkan kerangka kebijakan holistik dan langkah-langkah 

dukungan yang ditargetkan, digitalisasi pedesaan dapat dipromosikan secara efektif dan 

potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dapat 

terwujud sepenuhnya. 

Kota pedesaan dapat memperoleh manfaat dari kemitraan antara pemerintah daerah, 

perusahaan telekomunikasi, dan organisasi masyarakat untuk memasang infrastruktur 

internet berkecepatan tinggi, menarik dunia usaha dan wirausaha, serta meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Namun, kemitraan ini mungkin menghadapi tantangan di wilayah 

dengan infrastruktur terbatas atau lokasi terpencil, dan monopoli oleh perusahaan 

telekomunikasi dapat menyebabkan harga layanan internet lebih tinggi, sehingga 

membatasi keterjangkauan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

e. Isolasi Geografis dan Populasi Penuaan 

Isolasi geografis dan populasi menua di daerah pedesaan juga dapat menimbulkan 

tantangan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. Keterisolasian geografis dapat 

membatasi akses terhadap infrastruktur dan layanan digital, sementara populasi yang 

menua mungkin kurang tertarik untuk mengadopsi teknologi baru karena kurangnya 

pengetahuan atau relevansinya. Untuk mengatasi tantangan ini, intervensi yang ditargetkan 

harus dikembangkan untuk mendorong adopsi digital di kalangan lansia dan meningkatkan 

akses terhadap infrastruktur dan layanan digital di wilayah yang terisolasi secara geografis 

(Correa & Pavez, 2016). 
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Salah satu intervensi yang mungkin dilakukan adalah dengan menyediakan program 

pelatihan literasi digital yang dirancang khusus untuk lansia. Program-program ini dapat 

mengajarkan keterampilan penting seperti menggunakan ponsel pintar, menavigasi 

internet, dan memanfaatkan layanan online. Selain itu, pusat komunitas dan pusat lansia 

dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dukungan teknologi, menawarkan lokakarya 

dan bantuan tatap muka untuk membantu lansia mengatasi hambatan mereka dalam adopsi 

digital. 

Program literasi digital dapat membantu masyarakat mengakses layanan telehealth 

dan layanan kesehatan virtual, memungkinkan konsultasi dengan dokter dan mengurangi 

biaya perjalanan. Bisnis lokal juga dapat mendukung layanan kesehatan virtual, 

meningkatkan kondisi kehidupan. Namun, program-program ini kekurangan koneksi 

internet, sehingga mempengaruhi layanan kesehatan tradisional dan metode kesehatan. 

3. Rekomendasi untuk Mendorong Digitalisasi dalam Administrasi Pedesaan 

Berdasarkan tinjauan literatur dan tantangan serta hambatan yang teridentifikasi 

dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital di daerah pedesaan, beberapa rekomendasi 

dapat diberikan kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mendorong 

digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan. 

Pertama, penting untuk berinvestasi pada infrastruktur yang diperlukan untuk 

memastikan konektivitas internet yang andal dan terjangkau di daerah pedesaan. Hal ini 

termasuk memperluas jaringan broadband dan meningkatkan jangkauan jaringan seluler. 

Selain itu, memberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat 

pedesaan akan membantu mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk memanfaatkan alat dan layanan digital secara efektif. Selain itu, para 

pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan dan 

peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi daerah 

pedesaan dalam upaya digitalisasi mereka. Terakhir, mendorong kolaborasi dan kemitraan 

antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong inovasi 

dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk digitalisasi administrasi pedesaan (Mukhtar, 

2022). 

a. Memperbaiki Infrastruktur 

Salah satu rekomendasi utama untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan 

pedesaan adalah dengan meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan. Hal ini termasuk 

memperluas akses internet berkecepatan tinggi, memastikan pasokan listrik yang andal, dan 

meningkatkan jaringan transportasi. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan 

harus berkolaborasi untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur 

yang secara khusus menyasar daerah pedesaan dan mengatasi tantangan unik yang 

dihadapi oleh komunitas-komunitas tersebut (Roberts et al., 2017). 

Dengan berinvestasi pada internet berkecepatan tinggi, daerah pedesaan dapat 

menjembatani kesenjangan digital dan mendapatkan akses terhadap peluang dan sumber 

daya yang sama seperti daerah perkotaan. Artinya, penyediaan akses internet tidak hanya 

diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor 

pemerintahan di wilayah pedesaan. Selain itu, pasokan listrik yang andal sangat penting 

untuk berfungsinya infrastruktur digital, karena memastikan akses terhadap layanan 

internet tidak terputus dan mencegah gangguan dalam komunikasi dan transfer data. 
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Peningkatan jaringan transportasi juga sama pentingnya karena hal ini memfasilitasi 

pergerakan barang, jasa, dan manusia, sehingga memungkinkan masyarakat pedesaan 

untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. 

Meningkatkan pasokan listrik dan jaringan transportasi di daerah pedesaan dapat 

memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah-sekolah lokal dengan menyediakan akses 

yang konsisten terhadap alat dan sumber daya digital, memungkinkan pembelajaran online 

dan akses terhadap materi pendidikan. Namun, perbaikan ini mungkin tidak mengatasi 

tantangan mendasar yang dihadapi sekolah. Misalnya, kurangnya guru yang terlatih atau 

kurikulum yang ketinggalan jaman mungkin tidak meningkatkan kualitas pendidikan 

secara signifikan. Selain itu, terbatasnya sumber daya keuangan untuk memelihara dan 

memperbaiki peralatan digital atau menyediakan tunjangan transportasi bagi guru dapat 

mengganggu keberlanjutan perbaikan tersebut. Oleh karena itu, mengatasi tantangan-

tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan sekolah dalam jangka panjang. 

b. Meningkatkan Literasi Digital 

Untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan, sangat penting untuk 

meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan. Para pembuat kebijakan dan 

pemangku kepentingan harus mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan 

literasi digital yang ditargetkan dan inisiatif pendidikan untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan digital di kalangan penduduk pedesaan. Program-program ini harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat pedesaan dan harus dapat 

diakses oleh semua warga negara, tanpa memandang usia atau status sosial ekonomi 

(Castilla et al., 2018). 

Selain menyediakan program pelatihan dan inisiatif pendidikan, penting juga untuk 

mengatasi hambatan yang mungkin menghambat literasi digital di daerah pedesaan. 

Hambatan ini dapat mencakup terbatasnya akses terhadap teknologi dan konektivitas 

internet, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan peluang yang 

dapat dihasilkan oleh literasi digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk 

menjembatani kesenjangan digital dengan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas di 

pedesaan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital. 

  Mobil van berteknologi seluler yang dilengkapi konektivitas internet dapat 

digunakan untuk mengatasi hambatan literasi digital di daerah pedesaan. Mobil van ini 

dapat melakukan perjalanan ke desa-desa terpencil dan memberikan pelatihan langsung 

tentang keterampilan digital, serta berfungsi sebagai ruang kelas keliling. Program 

penjangkauan masyarakat dapat mendidik warga tentang manfaat literasi digital dan 

menyediakan sumber daya untuk pembelajaran lebih lanjut. Namun, kurangnya 

infrastruktur dan sumber daya di daerah pedesaan dapat menghambat efektivitas van 

tersebut. Akses listrik dan internet yang terbatas juga dapat menghambat fungsi van. Selain 

itu, mungkin tidak ada cukup instruktur atau peralatan terlatih untuk memberikan pelatihan 

keterampilan digital yang komprehensif. 

c. Memberikan Dukungan Finansial 

Kendala keuangan merupakan hambatan besar dalam penerapan teknologi dan 

layanan digital di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, pembuat kebijakan dan 

pemangku kepentingan harus mengembangkan mekanisme dukungan keuangan yang 

ditargetkan, seperti subsidi, hibah, dan pinjaman berbunga rendah, untuk membantu 

masyarakat pedesaan berinvestasi pada infrastruktur dan layanan digital. Mekanisme 
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dukungan keuangan ini harus dirancang agar dapat diakses dan inklusif, sehingga 

memastikan bahwa semua masyarakat pedesaan dapat memperoleh manfaat dari inisiatif 

digitalisasi (Philip & Williams, 2019). 

Selain itu, pembuat kebijakan harus memprioritaskan pelatihan dan pendidikan 

penduduk pedesaan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan literasi digital. 

Dengan menyediakan lokakarya, kursus online, dan sumber daya, individu di daerah 

pedesaan dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk sepenuhnya 

memanfaatkan teknologi dan layanan digital. Selain itu, sangat penting untuk berkolaborasi 

dengan organisasi lokal dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan 

tantangan spesifik di setiap wilayah pedesaan diperhitungkan ketika merancang dan 

melaksanakan inisiatif digitalisasi. Pendekatan kolaboratif ini akan membantu merancang 

solusi yang disesuaikan dengan kondisi unik setiap komunitas, sehingga semakin 

meningkatkan peluang keberhasilan adopsi dan integrasi teknologi digital. 

Di unit perencanaan masyarakat lokal, kolaborasi dengan organisasi lokal dan 

pemimpin lokal dapat membantu mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh dunia 

usaha. Hal ini termasuk melakukan survei dan mengembangkan aplikasi seluler secara real-

time, sehingga memungkinkan bisnis mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan 

penjualan. 

d. Mengembangkan Kerangka Kebijakan Holistik dan Dukungan Tertarget 

Para pembuat kebijakan harus mengembangkan kerangka kebijakan komprehensif 

yang menjawab kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat pedesaan dan memberikan 

dukungan yang ditargetkan untuk inisiatif digitalisasi di daerah pedesaan. Kerangka 

kebijakan ini harus mencakup strategi untuk meningkatkan infrastruktur, meningkatkan 

literasi digital, memberikan dukungan keuangan, dan membina kolaborasi antar pemangku 

kepentingan. Selain itu, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kerangka kerja ini 

diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan kebutuhan dan tantangan 

yang dihadapi masyarakat pedesaan (Roberts et al., 2017). 

Selain itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengenali tantangan unik yang 

dihadapi masyarakat pedesaan terkait digitalisasi. Tantangan-tantangan ini mungkin 

mencakup terbatasnya akses terhadap internet berkecepatan tinggi, kurangnya sumber daya 

teknologi, dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi 

tantangan-tantangan ini secara efektif, kerangka kebijakan harus memprioritaskan 

perbaikan infrastruktur dengan berinvestasi pada perluasan broadband dan peningkatan 

jaringan yang ada di daerah pedesaan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas 

internet tetapi juga memungkinkan penerapan teknologi baru seperti perangkat Internet of 

Things (IoT) dan solusi pertanian pintar. 

Komunitas pertanian pedesaan berkecepatan tinggi kesulitan dengan internet 

berkecepatan tinggi, yang dapat menghambat perangkat IoT untuk memantau tingkat 

kelembapan tanah dan mengotomatiskan sistem irigasi. Berinvestasi dalam perluasan 

broadband membantu praktik pertanian dan hasil panen. 

e. Menumbuhkan Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan 

Mendorong digitalisasi dalam administrasi pedesaan memerlukan kolaborasi dan 

berbagi pengetahuan di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

lembaga pembangunan, pelaku sektor swasta, dan masyarakat pedesaan itu sendiri. Para 

pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan harus membangun platform dan jaringan 
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yang memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan, sehingga memungkinkan para 

pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan memanfaatkan 

peluang yang dihasilkan oleh digitalisasi di daerah pedesaan (Hogan, 2018). 

Platform dan jaringan ini berfungsi sebagai ruang untuk praktik terbaik, 

pembelajaran, dan solusi inovatif. Dengan mempertemukan perspektif dan pengalaman, 

para pemangku kepentingan dapat saling belajar dan bersama-sama mengembangkan 

strategi untuk memastikan dimulainya digitalisasi di daerah pedesaan yang efektif dan 

berkelanjutan. 

Sebuah platform berisi berbagai pengetahuan dapat membantu siswa belajar dari 

proyek digital, menawarkan praktik dan panduan yang baik untuk mengatasi tantangan 

dalam solusi digital. Webinar dapat memfasilitasi pembelajaran, namun mungkin menjadi 

tantangan bagi siswa dan unit komunitas yang tidak paham internet. 

 

D.  KESIMPULAN  
Digitalisasi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pemerintahan 

pedesaan dalam hal akses terhadap layanan penting, pembangunan ekonomi, dan 

kelestarian lingkungan. Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi digitalisasi di 

daerah pedesaan, kebijakan dan mekanisme dukungan yang ditargetkan harus 

dikembangkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat 

pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. 

Masyarakat pedesaan menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan dalam 

mengadopsi teknologi dan layanan digital, termasuk infrastruktur yang buruk, rendahnya 

tingkat literasi digital, kendala keuangan, kurangnya kerangka kebijakan holistik dan 

dukungan yang ditargetkan, isolasi geografis, dan populasi yang menua. Untuk sepenuhnya 

memanfaatkan potensi digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan, kebijakan dan 

mekanisme dukungan yang ditargetkan harus dikembangkan untuk mengatasi tantangan 

dan hambatan yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan 

layanan digital. 

Untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan, pembuat kebijakan 

dan pemangku kepentingan harus fokus pada peningkatan infrastruktur, peningkatan 

literasi digital, penyediaan dukungan keuangan, pengembangan kerangka kebijakan holistik 

dan dukungan yang ditargetkan, serta mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan. 

Dengan menanggapi rekomendasi-rekomendasi ini, digitalisasi dapat dipromosikan secara 

efektif dalam pemerintahan pedesaan, sehingga mengarah pada peningkatan akses terhadap 

layanan-layanan penting, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan di daerah-

daerah terpencil di negara-negara berkembang. 
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